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Abstrak

Kemajuan teknologi dan informasi di dunia modem ini kemajuan teknologi canggh ity
membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti adanya e-mail, e-commerce, e-
learning, internet banking dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, juga membawa
dampak negatif, waitu dengan munculnya berbagai jenis kejahatan cyber, diantaranya
cvber crime di bidang kesusilaan, yang disebut dengan cybersex dan evberporn. Metode
pendekatan vang digunakan dalam penyusunan penclitian ini adalah pendekatan yuridis
nommatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan hahwa (1),
Kebijakan hokum pidana dalam upaya penanggulangan cybersex dan cyberpom &i Indonesia
saatini, terdapat di dalam KUHP, UU No, 36 Tahun 199 tentang Telekomunikasi, UL No. 40
Tahun 1999 tentang Pers, UL No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 8 Tahun 1992
tentang Perfilman, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaks Elcktromk, dan
UU No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun padatahap aplikasi, beberapa kebgjakan
ini tidak dapat bekerja demgan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan
kekurangan pada substansi pengaturannya, (2) Kebijakan hokum pidana penanggulangan
kejahatan cybersex dan cyberporn sast ini masih memiliki beberapa kelemahan, oleh karena
itu dalam upaya penanggulangan penanggulangan kejahatan cybersex dan cyberporn yang
akan dating seyogyanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan,
schagni berikut: Harmonisasi materi/substansi tindak pidana cybersex dan cyberpomn,
Perumusan tindak pidana cybersex dan cyberpom baik secara umum maupun khusus,
Pertanggung jawaban pidana erat kaitannya dengan subjek tindak pidana, Penetapan
korporasi sebagai subjek tindak pidana cybersex dan cyberpom harus disertai dengan system
perumusan pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan rinci, Dalam kebijakan formulasi
cybersex dan eyberpom perlu dirumuskan pedoman pemidansan, dan Menggunakan
dan cyberporn.

Kata Kunci: Kebijakan, Penanggulangan, Cybersex dan Cyberpomn
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4 AATAR BELAKANG

Perkenibangan peradsban manusia dewasa ini bercirikan kemajuan teknolog
informasi dan globalisas yang berlangsung hampir di semua aspek kehadupan —
fEspaosn; 4. Sideng leknologi informas: tersebut tclah mengantarkan  manusia ke
peradaban yang lebih modern menuju susty globalisas Peradaban baru milah yang relah
menycbabkan pergeseran sistem tata nilsi dalam masyarakst dari “lokal-partikular”
menjadi “global-universai™.

Salah satu bentuk perkembangan di bidang teknologs nformas: tersebul berawal
dan diciptakannys perangkat yang dinamskan komputer”. Pemanfaatan teknolog
komputer yang terus berevolusi, telsh menyebabkan proses konvergensi antara teknolog
informasi, media dan komunikasi hinggs pada skhimya menghasilkan sarana bary yang
dikenal schagai internet” , sckaligus menjadi awal lahimya peradaban di dunia mayd.
Beberapa istilah lain yang memiliki persamasn dengan pengertian dunia maya, melipull
virtual world, cyberspace, dan cyberworid Virtual world atsu cyberworld atzu cyberspace
mmmﬂﬂ;mm“ﬂkmmwmﬂmﬂ. Dumnia
tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan manusa discbut real world (dunia nyata)
atau physical world (dunia nyata)”.

Keberadoan internet saat ini bagaikan “pedang bomata dua”, karema scluin
memberikan manfast bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia.
mmmwmmwmmmhum
termasuk tindak pidana (kcjahatan) Bentuk-bentuk kejahatan terschut dapat berupa
spionase informasi, mmmhﬁnﬂlmﬂrmﬂmm virus
komputer, pomografi orang dewasa dan anak, penycbaran o-mail bermasalah hingga




it ses AT

ernet banyak menyelesaikan persoalan yang

at orang cemderung

Penggunasn teknolog mi X
efektif dan efisien. Kecangpihan teknolog inl juga herputenst men

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pormi-ponid sosial yang berluky''
Merchaknya kasus cvberses dan evberporn dan semakin bermunculan situs-situs porno
Hal ini terbukti dengan bermunculan lebih kurang 1.000
Indonesia saat ini™. Merchaknya situs pomo di intemet bak nasional  maupun
Internasional dan dampak negatifya yang berbahaya serta masih lemahnya kebijakan
hukum pidana saat ini, menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan umum dalam upays

penanggulangannya

situs-situs porno  lokal

B. PEMBAHASAN
I. Kebijakan hukum pidana sast ini dalam upaya penanggulangancybersexdan
crberporn di Indonesia
[stilah “kebijakan hukum pidana™ menurut Barda Mawawi Anel dapat pula
dischbut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dolam kepustakaan asing, istilah
“politik hukum pidana™ ini sening dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “pemal
policy”, “criminal law policy” atau “strafrechispolitiek”™. Lebih lanjut lagi Barda
Nawawi Aricf mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana
dapat dilihat dari pofitik hukum maupun dari politik kriminal*®,

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan
menggunakan sarana penal (hukum pidana). Kebijokan hukum pidana (penal policy)
pada hokikatnys merupakan kebijakan pencgakan hukum pidana (pemal law
enforcement policy). Kebijakan pencgakan hukum pidana merupakan serangkaian
proses terdin dan tiga tahap kebijakan yait™:

I) Tahap kebtjakan formulatif atew tahap kebijakan legislatif vaitu tahap
penyusunan/perumusan hukum pidana
2) Tahap kebijakan yudikatifaplikatfyaiu (ahap penerapan hukum pidana

“onne W, Purba datam Agus Rahardio, Cybercrime, Pemanaman
Berteknalogi, 2002, Citra Aditys Baktl, Bandung. hal 5 don Upaya Pencegahan Kejohatan

"WWW*WWMM e

“marda Mawawl Ariet, Kebijokan Formulasi Ketentuan Pidang
2015, Pustaka Magister, Semarang. hal. 9 Dalam Peroturan Perundong yndangaH,
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) Tahap kebijakag

nk!ﬁ.mmlmm .
hukum pidangy inintrast yoitu tahap pelaksanaan/cksckus

¥e Whap kebijakan legislasi/formulasi merupakan inhap

paling strategs. K
B miﬂh-.m.u:tmm- kebijakan legislatif merupakin kesalahan
- menjadi penghamba upays pencegshan dan penangeulangan
kejahatan pada tahap aplikasi dan ksl
masalah/kelemahan dari porundang-undengun yang mengitur tentang

n"h'rmwdlhidanu c_lf'hl:'i-ﬂ'x dan cvberporn dapat disdentifikasikan schogm berikut:

Maspleh/Kelemahan
| Kune ~Keobsmanjdis |
- Tidak ada ketentuan tentang subjek  dan
pertanggungjawaban korporasi
2 | UUNo. 36 Tahun 1999 |- Tidak ada porumusan  delik  terhadap |
Tentany pelanggaran Pasal 21 (melakukan kegatan
Telekomunikasi usaha penyelenggnraan telekomunikasi yang
bertentangan  dengan  kepentingan  umum,
kesusilaan, keamanan, otau ketertibaan umum) |
- Tidak ada aturan khusus tentang pertanggung |
jawaban pidana terhadap korporasi
3 | UU No.40 Tahun 1999 | - Tidak odn kualifikasi delik ( kejuhatan/
Tentang Pers pelanggaran )
= Ada perumusan delik terhadep “perusahaan

pers” yang diancam pidana denda, namun tidak
ada aturan tentang:

a Kapan (dalam hal bagaimana) korporasy
perusahaan pers melakukan tindak pidana)

b. Korporasi  (perusshaan  pers) yang  tidok
membayar denda (tdak ada aturan pidana

pengganti dendanya)

Tidak ada penentuan kualifikasi delik

onvensiras surakarTa | 2RosioG sesunan [
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(scbagai kejahatan atau pelanggaran)
Tidak ada ketentuan tentang pertanggung
jawaban pidana korporasi

Delik “siaran” dan “siwran iklan niaga®
dalam UU ini hanya terbatas pada siaran
melalui  radio atau  televisi, tidak
mencakup penyiaran dibidang teknologi
digital, satelit, internet, dan bentuk-bentuk
khusus lain, padshal banyak iklan niaga

dalam situs cybersex dan evberporn,
5 UU No. 8 Tahun 1992 Tidak ada ketentuan lentang pertanggung
Tentang Perfilman jawaban pidana karporasi

Maksirnum pidana denda Rp. 50 juta,
sangal tidak berarti apa-apa  bagi
perusahaan film (sedangkan dalam UU
Penyiaran ada yang maksimum dendanya
sampai Rp. 10 Miliar

6 | UU No. 44 Tahun 2008
| tentang Pormografi

|

Ketentuan pidana dalam Undang-undang
UU  Pormmografi menganut  sistem
perumusan  kumulatif-alternauf. Hal i
terlihat dengan digunakannya rumusan
*...dan/atau...”, yaitu “penjara.. dan/atau
denda..”. namun, tidak ada ketentuan
khusus mengenai pidana pengganti denda
untuk korporasi

Dalam UU Pomografi ini tidak diatur
secara jelus dan terperinci tentang aturan
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dedla  tidak  terbayar  tidak  dapat |
diberlak ukan terhadap korporas |

_ = =

Bordasarkan UL Pormografi di atas, pada
dasamys ada beberaps ketentuan }anp.l
dapat digunskan ustuk menjerat pelaku |
cvberser dan  cyberporn, namun

ketentuan-kelentuan— pasal terschut |
memiliks  beberapa  kelemahan,  seperti

pormasalahan jurisdiksi yang kembali ke |
KUHP, tidak adanys penjelasan secara |
logas dan nnct lentang
pertanggpungjawsban dan  podoman
pemidanaan bag korporasi dapat menjadi
masalsh dan penghambat dalam upaya
penanggulangan cvberzex dan cyberporn

|

—_— il

UU No. 11 Tahun 2008 | - Tudak ada kuslifikasi delik |

Tentang Informas dan - Pidana denda cukup tingg: maksimum |2

Transaksi  Elektronik Miliar (untuk korporasi bisa 20 Miliar),

(ITE) tetapi tidak ada perubahan/aturan khusus
tentang “pulana pengganti” denda (yang
menurut  Pasal 30 KUMP, pidsna
6 bulan)
Aturan Pertanggungjawsban  Pengganti
korporasinys  hanya  ads  dalam
“Penjelasan Pasal 52 ayat 4”

- Tidak oada ketentuan khusus  pidana
wﬁmﬂm

.  Formulasi Pasal 52 sangat sembrono dan
Pasal 27 sampa dengan Pasal 37 yang
disebut dalam Pasal 51 ayat (1) dan (4)
kurang tepat, karcna pasal-pasal itu bukan




delik (di dalamnyn tidak ada ancaman
1/3 atau 23 nyn), harusnya yang discbut
Pasal 45 sampai dengan §1 Jo Pasal yang

bersangkutan. Apalagi Pasal 37 sama
sekaali bukan rumusan delik, bahkan tidak

pernah  discbut dalam Bab Ketentuan
Pidana (Pasal 45 sampai dengan 51

8 UL No. 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Dalam Undang-undang Informasi  dan
Transaksi Elcktronik, pada Pasal 45 ayat
(1)tidak distur tentang kualifikasi delik
Apabila kembali ke KUHP scbagai sistem
induk akan mengalami kesulitan, karena
dalam KUHP ada kualifikasi delik.
Rumusan ketentuan pidana dalam undang-
undang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik di atas tidak menyebutkan
secara tegas kualifikasi kejahatan atau
pelanggaran.

Adanya unsur “sifat melawan hukum”,
Namun pada dasamya unsur tersehut
terkandung  dalam  perumusan  *...
scbagaimana dimaksud dalam pasal...”,
Pada prinsipnya setiap delik tentunya
harus  dianggap bertentangan  dengan
hukum. Ketentuan pidana dalam Undang-
undang Perfilman di atas apabila dicermati
terfokus pada mendistribusikan,

-' UNIVERSITAS SURAKARTA | PROSIDING SEMINAR
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Ususyn pada peredaran, penayangon

- — I Yirg berbiu seksual dan pornograli

3, Kebljakan  Integral s,
‘ bagaitipay, Penanggulangan Rejahatan  Cyberver  dan
Cyberporn Yang Akuy Datang

Kejahatan dari wak
L
. Huk - U ke wakiy tory betkombang setiring dengan  kemajuan
tuknﬂiuﬂl. um Hﬁ'lvngu.l instrumen yang |:|*L"I'|'r1:l'
kejahutan seyopyan
Ya terus h‘ﬁm‘hﬂ"ﬂ dan memiliki kemampuan selangkah lebib maju

unfuk  mengantisipasi :
P4St  schingga tidak weluly terlambat  dalam pencegahan  dan
pemberantasan  kej i
_mﬂhlilﬂ. termasuk  kejahatan yang menggunakan media teknologi
Pendekatan keilmuan hukum pidana integral

kejahatan cybersex dan evberporn,

Pendekstan keilmunn hukum pidana integral seyogyanya meliputi
a. Pendekatan/orientasi jundis/ilminh/teoritik

an penting dalum wpaya penanggulangan
dapit dilakukan dalam penanggulongan

b. Pendekatan/orientasi juridis-kontektual integral berwarwasan
SISKUMNAS/BANGKLUMNAS (vang & dalamnya mengandung
pendekatan yunidis berkerdilan Pancasila: juridis-religius, yunidis humanis,

juridis kultaral, yuridis nasionalis, yundis berkeadilan sosial.
c. Mendekatan/orientasi juridis berwawassn global/komparatif dan teknolom

(sehubungan dengan semakin meningkainya cyber crime

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bukanlah suatu institusi yang statis,
ia mengalam: pﬂtﬁmbuniﬂldmhﬂuhﬂ'ldﬂﬁ wakiu ke waktu schagai akibat dari
adanya hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat”. Schingga masynrakat
berhak untuk mendapatkan perfindungan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dun penanggulangan
kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini
pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luss yaitu kebijakan sosisl (vocial policy)

ial (sosial welfire
kebijakan /upaya-upays untuk kescjahleraa sosi

yang terdin H _upaya uniuk perlindungan masyarakat (social defence

policy) dan kebijakan/ups)

- e HSITAS SURAKARTA | PROSIDING SEMINAR -




policy)™, Sehingga arah kebijukan hukum bertujuan menjadikan hukum sehagy
aturan vang memberikan perlindungan terhadap masyarakal dan pencegahan dalyy,
penanggulangan kejahatan. Maka langkah yang harus dilakukan adalah:
) Kajian Perbandingan
Dalam melakukan kebijokan formulasi hukum pidana, pembuat kebijukan
(legislator) hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain,
Menurut Rene David dan H.ﬂﬁ'ln'_n,r‘”r manfaat dori perbandingan hukum adalabh
a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum
nasional kita sendiri;
¢ Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa
lain dan oleh karena ity memberikan sumbangan untuk menciptakan
hubungan/suasans yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan
internasional.

Pendapat Rene David dan Brierley di atas menunjukkan bahwa perbandingan
hukum selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana untuk
pengembangan hukum nasional dan mempererat kerjasama internasional.

Kebijokan hukum pidana  dalam upaya penanggulangan cvbersex dan
cvberporn di Indonesin memerlukan kajian perbandingan dengan negara-negara
yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan cybersex dan cvberporn.
Berikut ini pembahasan kajian perbandingan yang meliputi:

I. KUHF Jerman (German Criminal Code)

Pengaturan tindak pidana pornografi berdusarkan KUHP Jerman diatur
dalam:*

“BardaNawawiArief,

KencanaPrenadamedia Group, Jakarta, hal. 77

-mm:smzlmm N
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Sectio :
n 183a ‘-‘"""'1‘ a@ puiblic disturbance Whasoever in public engages in

sexual activity and thereby intentionally or knowingly creates a duturbance 3 hall

be liable to imprisonmen not exceeding one year or a fime unless the wct s
punishable wunder sochion I3 (sengaja melakukan perbuatan scksual secara

terbuka atay dengan sengEaa menmmbulkan gangguan)

2. KUHP Finlandia ( The Criminal Code of Finland)
Pengaturan tindak pidana pormografi berdasarkan KUHP Finlandia diatur
dalam:**
Section 18 - Distribution of sexually obscene picture
(1) A person who manufactures, offers for sale or for rent, exports, imports (o or
through Finland or otherwise distributes sexually obscene pictures or visual
recordings depicting
1) children.
2) vialence or
(3) besuality shall be sentenced for distribution of sexnally obscene pictures to
a fine or imprisonment for at most fwo years.
2) An attempt ix punishable.
(3) The provisions in section 17, subsection 2 apply also to the pictures and
visual recordings referved 1o in this section.
(4) A person under |8 yvears of age and a person whose age cannot be determined
but who can be justifiably assumed 1o be under |8 years of age is regarded as a
child

Section 18 - Aggravated distribution of sexually obsceme pictures depicting
children (1) If, in the distribution of a sexually obscene picture depicting children

(1) the child is particularly young,
(2) the pict !rmwmwﬂ-mwmﬁmhﬁmtﬁ'rw

of the child,
1 (3) the offe is committed in @ particularly methodical manner or

of Finland, diaksey iy situs
0TS O ﬂﬁﬂ“mm",'ﬂ:u:““‘ll

e

Criminal

Il [
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' mework of a criming|
(4) the offence has been committed within  the fra

fa, st
e offender shall be sentenced for

{ I 'iﬂ.ﬂ 4. ﬂ”d |rl'l1'l:'r I'J_'ﬂ;:"ﬂf_',r_l iy
OFEaRiEaiion ."'{j_|"!.‘!‘f‘-t'|'|!' fo fn section bsect

aggravited also when assessed as whole, th

' fotinge children i
ageravaled disiribution f{f' sexually obscene Fm'mrﬂj deﬂ ¥ !

. s,
imprisanment for at least four months and at mos! $iv

2) An attempt is punishable.

Section 19 - Possession of sexually obscene piciures depicting children A person
wha unlawfully has in his or hér possession a photograph, video tape, film or
other realistic visual recordings depicting a child referred to fn section 18,
subsection 4 having sexual intercourse or participating in @ comparable sexual
act or depicting a child in another obviously obscene manner shall be sentenced
for possession of sexually obscene pictures depicting children to a fine or

imprisonmend for af most one year,

Sectian 20 - Unlawfil marketing of obscene material
1) A person whe, for gain, markets an obscene piciure, visual recording or object
wiltich is conducive to causing public offence, by
(1} giving it o a person under 15 years of age,
(2} putting it on public dispiay,
(1) delivering it unsolicited to another, or
(4) openly offering it for sale or presenting it by advertisement, brochure or
poster or by other means causing public offence, shall be sentenced for
unlawful marketing of obscene material 1o a fine or to imprisonment for at
maost six months.
(2) Also a person who, in the manner referred to in subsection I, subsection 4,
affers for sale or presents an obscene text or sound recording which is conducive

to causing public offence shall be sentenced for unlawful marketing of obscene
muaterial

yang secara @H#lﬂ“ﬂﬂﬂﬁlﬂhmmﬂﬂmﬂmgmmmmm}.
kekerasan (violence) dan akiivitas seksual dengan binatang  (beastiality)-

n UNIVERSITAS SURAKARTA | PROSIDING SEMINAR
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:;ﬂ:r:ﬂ:::::r;n:l I8 & dan Pasal 19 mengatur secara khusus mengenal
an kepermihikan pornografi anak
NV ik pomografi sclain yang datur dalam Pasal 1% terschul
tidak dilarang, namun & Finlandia peredarannya pun tidak dapat Jilakukin secara
sembarangan. akan tetapi terikat pada berbagai larangan scbagaimana yang diatur
dalam Pasal 20 seperu
1) Memberikannya kepada sescorang yang berusia dibawah 15 (Hma belas)
tahwun,

2) Disimpan ditempat yang dapat dilihat oleh smum; 3). Peredarannya dilakukan
tanpa kemauan dan orang lamn;

3) Melakukan promosi untuk dijual secara terang-terangsn, mokalu iklan, brosut
atau poster atau dengan cara lainnya yang melanggar hukum.

Perbuatan yang distur dalam Pasal 1S dan Pasal 19 KUHF Finlandia
meliputi: memproduks: (manufactures), menawarkan untuk dijual atau disewa
(offers for sale or for rent). ckspos (exports), impor (imports) menycharluaskan
(distribuses) dan kepemilikan (passes). Ketentun KUHP Finlandia meliputi pula
perbuatan ckspor dan impor.

b) Melakukan Pembaharuan Hukum di Indoncsia
Lisaha pembaharuan hukum i Indonesia yang sudah dimula sejak lahirnya
UuUD 1945 Ihiﬂ-dqﬂldllquﬂdmwlhiﬂﬂmﬂwnﬂiﬂnﬂ yang
dirumuskan dalam Pembuksan UUD 1945, Tujuan




it ianal  dalam  penanggul
1) Memngkatkan  komitmen strategi/prioritas  nasio angan

kejahatan  dibidang  kesusilaan (evbersex dan cyberporn), Yang seyogyary,

idana korupsi, nark;
disgajarkan dengan upayn penanggulangan tindak M TUpsl, Narkohy

teronsme, dan schagainya.

21 Meningkatkan gerakan sosinlisasy/kampanye behaya
cvbersex dan cvberporn terhadap tujuan pembangunan nasionsl: scpecti halnya
kampanye anti narkoba, anti korupsi dan anti teronsme.

3) Meningkatkan sosialisasi nilai-nilai dasar dan semangat/jiwa yang lterkandung
dalam pembukaan UUD 1945 serta tujuan (visi dan misi) yang teriuang dalam
rencana pembangunan nasional yaitu nilai dasar/semangat untuk menghapuskan
penjajahan dalam segals bentuknya (termasuk penjajahan moral dan budaya)
serta semangatjiwa untuk membangun kehidupun kebangsaan yang bebas
berlandaskan paradigma moral/budaya nasional.

4) Meningkatkan sosialisasi don pemantapan aparat penegak hukum akan tujusn
(rambu-rambu umum) dan nilsi kesusilaan nasional dalam berbagai UU (LU
Perfilman dan UU Penyiaran)

3) Melakukan pembaharuan pemikiran/konstruksi juridis (uridicial construction
reform), antara lain:

& Merckonstruksi - penegakan  hukom (pemikiran  hukum) dalam  konteks
kebijakan pembaharuan sistem hukum dan pembangunan nasional

b. Melakukan konstruksi hukum yang konseptual/substansial (substantial legal
consiruction) dalam menghadapi kendala juridis

¢ Meningkatkan  budaya‘orientasi  keilmuan (scientific  culture/scientific
approach) dalam proses pembuatan dan penegakan hukum pidian

atau dampak negatif delik

¢) Optimalisasi Pendekatan Integral
| Hmuhmﬁhnkﬂuth#mdmhukumFidmmmmul.tidnkm
mtmmmpﬁmwmrh:imlm
perumusan undang-undang, tetapi dilihat dalam konteks lebih | i
“ Yang uas antara lain
1.anmmdiﬁdﬁ“mm"¢m"nﬂd'fﬂgm :
yang tidak dapat

Pidana),0p.cit, hal. 1516 Integrolistik (Pemikirun integrani ¢
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“mislem hukm*
hukum dan kultye hukum

3. Hukum merpakan *
vimg terdin dan substans hukum, struktur

4, Hukum tidak honya tertulis 1ei;

i jugs hukum tidak tertulis yang hidup di
masyarakat

5. Hukum piduna
P meripakan sub sistem yang tidak terpisahlopaskan dan sister

hukum nasio :
onal, tidak terlepas dani latar belakang kemasyarakatanNya (socio-

Hilosofik, socio-politik. socio-kultural, Qi socio historis)

lmu hukum pada dasamya adalah ilmu normatif tentang konsep/wawasan
kemanusiaan dan kemasyarakatan, fimu Hukum Indonesia/llmu Hukum Nasional
meliputi  ilmu normatif atay ilmu tentang “tatanan nilai-nilai  berkehidupan
kebangsaan berdusarkan Pancasila™ (di berhagai aspek “ipoleksosbud). Tatanan mila
berdasarkan Pancasila berupa nilai moral religius (Ketuhanan), nilai kemanusiaan,
dan nilai kemasyarakatan (nasionalistik, demokraiik, dan berkeadilan sosial)*’.

Pencgakan hukum pidana in abstracto (pembuatan/perubshan UU) dan
penegakan hukum pidana in comereto seharusnya bertujuan menunjang tercapainya
tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (Bangnas) dan menunjang terwujudnya
sistem penegakan hukum nasional™. Uniuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa
depan, GBHN 1999-2004 menetapkan misi yang menjadi sasaran,

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 mengarsh pada pencapaian
tujuan pembangunan sehagaimana yang tercantum dalam Pembukaan ULID 1945,
Misinya adalah"”;

I. Mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang aman dan demokratis

Berdasarkan visi dan misi BANGNAS, maka seyogyanya menjudi rambu-
rambu penegakan hukum pidana in concreto, khususnya dibidang kesusilaan/moral
yaitu dalam menanggulangi kejahatan cybersex dan cyberporn. Penegakan hukum
pidana positif saat ini harus memperhatikan rambu-rambu umum proses peradilan
yaitu penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional.

“ibid, hal. 21 ki Hukum Pidana,2013, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 254.255

Sale
3...’2:“& ﬁ: Mmm Pomoaks), Cybersex dan Cyberporn, Op.Cit hal. 69
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C. KESIMPULAN

I. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cvberzex dan evberporn
Indonesia sast ini, terdopat di dalam KUHP, UU No. 36 Tabun 159 tentang
Telekomunikasi, UU No, 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 tahun 2002 tentang
Penyiaran, UU No, § Tahun 1992 tentang Perfilman, UU No. 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elcktronik, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pomografi
Namun pada tahap aplikasi, heberapa kebijakan ini tidak dapat bekenja dengan
maksimal karena mengandung beberapy kelemahan dan kekurangan pada substansi
pengaturannya.

2. Kebijokan hukum pidana penanggulangan kejahatan cybersex dan evberporn saal ini
masih memiliki beberapa kelemahan, oleh karena itu kebijakan integral sebagai upaya
penanggulangan kejuhatan eybersex din cyberporn yang akan datang seyogyanya dapat
dirumuskan dengan mempertimbangkan:

4) Harmonisasi materi/substansi tindak pidana cybersex dan cvberporn schagai salah
satu bentuk evber crime meliputi harmonisasi cksternal (internasional/global)
maupun internal (sasional).

b) Perumusan tindak pidana cyberser dan cvberporn baik secars umum [P
khusus harus disertai dengan pengaturan aspek jurisdiksi, subjek tindak pidana,
sistom pertanggungiawaban pidana, sunksi pidana, aturan dan pedoman pemidanaan
dan loin-lain yang dapat menjangkau pelaku cvberser dan cvberpor,

€} Penctapan korporasi sehagai subjck tindak pidana cybersex dan cvberporn harus
disertai dengan sistem perumusan pentanggungjawaban korpornsi yang jelas dan
rinci, yaitu: Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidans, menentukan sinpa
yang dapat dipertanggungjawabkan spabila korporasi melakukan tindak pudana,
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